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BAB V 

      SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran 

pemerintah desa dalam intervensi penanggulangan dan pencegahan stunting di 

Desa Maurisu Tengah Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah 

Utara dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebagai fasilitator yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat terkait 

dengan penanggulangan stunting di Desa Maurisu tengah pelaksanaannya 

dijalankan dengan baik. Dan penelitian tentang fasilitator yang ada pada desa 

Maurisu tengah sudah sesuai dengan harapan masyarakat untuk membantu 

mengurangi angka stunting yang ada pada saat ini. 

2. Sebagai regulator yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat terkait 

dengan aturan dalam penanggulangan stunting di Desa Maurisu tengah sudah 

baik, dimana pemerintah desa bekerja sama dengan bidan desa, kader 

posyandu dan masyarakat sehingga stunting yang ada di Desa Maurisu tengah 

sudah berkurang.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil peneltian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

peneliti memberikan saran terkait dengan Peran pemerintah desa dalam intervensi 

penanggulangan dan pencegahan stunting di desa Maurisu tengah kecamatan 

bikomi selatan kabupaten timur tengah utara sebagai berikut: 
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1. Pemerintah Desa Maurisu tengah diharapkan agar lebih aktif dalam 

meningkatkan masyarakat dalam mengikuti pelatihan-pelatihan, penyuluhan-

penyuluhan yang ada, sehingga dapat lebih mengembangkan diri dalam proses 

pencegahan stunting di desa setempat. 

2. Pemerintah Desa Maurisu Tengah diharapkan untuk bekerja sama dengan 

pihak rumah sakit sehingga membantu kader-kader posyandu untuk 

memberikan edukasi atau penyuluhan mengenai stunting dan pola asuh ibu 

dan anak yang baik sehingga bisa mempercepat penurunan angka stunting. 
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